
Laporan Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
(PUG) 

Kabupaten Bengkayang – Tahun Anggaran 2024 

 
I. Pendahuluan 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA). Evaluasi ini mencakup aspek 
pelembagaan dan penyelenggaraan PUG dalam tujuh proses pembangunan. 

II. Dasar Pelaksanaan 

Pelaksanaan evaluasi ini mengacu pada: 

• Regulasi Daerah: Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai PUG yang 
mencakup perencanaan hingga pelaporan. 

• Rencana Aksi: Langkah-langkah strategis percepatan pelembagaan PUG (SDM, 
regulasi, dan data terpilah). 

III. Capaian Indikator Utama (Pelembagaan PUG) 

Berdasarkan data monitoring internal dan kehadiran rapat koordinasi tahunan: 

 

Indikator Aspek Target 
Persentase 

Status Capaian / Catatan 

SDM Terlatih >80% Perangkat 
Daerah (PD) 

Tercatat partisipasi luas dari PD seperti 
Bappeda, Inspektorat (P2UPD), BPKAD, 
hingga Satpol PP dalam koordinasi PUG.  

Data Terpilah >90% Perangkat 
Daerah (PD) 

Validasi data terpilah dilakukan melalui sistem 
informasi digital berkolaborasi dengan Kominfo.  

Anggaran 
Responsif 
Gender (ARG) 

>5% dari APBD Dilakukan review RKA/DPA untuk memastikan 
integrasi ARG di setiap sub-kegiatan PD.  

Lembaga 
Layanan (LPLPP) 

>90% 
Komprehensif 

Revitalisasi layanan mencakup informasi, 
konseling, dan pelatihan pemberdayaan 
perempuan.  

   

   

 

IV. Evaluasi Tujuh Proses Pembangunan 

1. Perencanaan: Integrasi analisis gender (GAP/GBS) dalam dokumen Renstra dan 
Renja PD telah diupayakan mencapai target >90%. 

2. Penganggaran: Penguatan regulasi teknis oleh Sekda/TAPD untuk meningkatkan 
jumlah sub-kegiatan ARG dari tahun sebelumnya. 

3. Pelaksanaan: Pelibatan elemen masyarakat dan tokoh berpengaruh (Gender 
Champions) seperti Bupati Bengkayang dalam advokasi program. 



4. Pemantauan & Evaluasi: Pelaksanaan rapat triwulanan Pokja PUG untuk validasi 
data outcome, seperti penurunan kesenjangan IPG. 

5. Pengawasan: Penguatan peran APIP dan P2UPD dalam melakukan audit 
pelaksanaan program ARG. 

6. Pelaporan: Penyusunan laporan tahunan standar untuk disampaikan kepada Kemen 
PPPA dan Bupati Bengkayang. 

V. Analisis Kehadiran dan Dukungan Stakeholder 

Rapat evaluasi yang dilaksanakan pada akhir tahun (September - Desember 2025) 
menunjukkan dukungan kuat dari pimpinan daerah: 

• Kehadiran Pimpinan: Bupati Bengkayang (Sebastianus Darwis) dan Sekretaris 
Daerah (Yustianus) hadir langsung dalam koordinasi. 

• Lintas Sektor: Kehadiran aktif dari Dinas Kesehatan, DPMD, DPMPTSP, hingga 
Ajudan Wakil Bupati menunjukkan PUG mulai terinternalisasi di berbagai lini. 

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Kabupaten Bengkayang telah membangun fondasi pelembagaan yang kuat melalui regulasi 
dan pembentukan Pokja PUG yang aktif. 

Rekomendasi untuk Tahun 2025 

• Alokasi Dana: DINSOSPPPA perlu memastikan alokasi dana khusus PUG minimal 
10% dari anggaran dinas sesuai rencana aksi. 

• Pelatihan Lanjutan: Melakukan workshop evaluasi akhir tahun secara rutin untuk 
meningkatkan skor penilaian sebesar 20-30%. 

• Aksi Korektif: Melakukan validasi data terpilah secara berkala (deadline Bulan 6) 

dan pelatihan tambahan bagi PD yang belum mencapai target  
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